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Baleg Harmonisasi

Ti
di Papua

JAKARTA — Badan Legislasi (Ba-
leg) DPR menyepalkati harmonisasi tiga
dari lima rancangan undang-undang
(RULT) terkait daerah otonomi barua
(DOB) di Papua. Ketiganya, vakni RUU
tentang Provinsi Papua Selatan, RUU
tentang Provinsi Papua Tengah, dan
RUU tentang Prowvinsi Pegunungan
Tengal.

"Apakah hasil harmonisasi RULU
tentang Provinsi Papua Selatan, Papua
Tengah, dan Pegunungan Tengah da-
pat disetujui?"” tanya Wakil Ketua Baleg
Achmad Baidowi yvang dijawab setuju
oleh anggota panitia kerja (Panja)
harmonisasi, Rabu (6/4).

Komisi II DPR sebagai pengusul
menvampaikan terima kasih terhadap
kesepakatan harmonisasi RUU Provin-
si Papua Selatan, RULU Provinsi Papua
Tengah, dan RUU Provinsi Pegunung-
an Tengah. Harapannwva, pemekaran
provinsi tersebut dapat membawa
kesejahteraan bagi masvarakat Papua.

"Semoga, ini menjadi amal ibadah
kita dan bakti kita pada bangsa dan
negara. Khususnya, kepada sulku
kawan kita vang ada di Papua,” ujar
Wakil Ketua Komisi IT Syamsurizal.

Sebelum kesepakatan harmonisasi
ketiga RUU tersebut, ia mengatakan,
Komisi IT DPR RT menvepakati lima
nama provinsi baru vang akan diatur
dalam rancangan undang-undang ten—
tang Provinsi Papua. Tiga dari lima na-
ma provinsi baru tersebut didasarkan
atas pertimbangan wilayvah adat.

"Kami dari Komisi IT sebagai pihalk
pengusul dapat menvepakati untuk
Provinsi Papua Tengah kita usulkan
dengan nama wilavah adatnwva, vaitu
Provinsi Meepago. Kemudian Provinsi

ga RUU Provinsi

Papua Pegunungan Tengah kita usul-
kan dan sepakati menjadi Provinsi
Lapago.” ujar Svamsurizal.

Ia menambahkan, Provinsi Papua
Selatan diusulkan dan disepakati
Komisi IT untuk menjadi Provinsi Anim
Ha. Dua nama provinsi baru lainnyva
tak menggunakan nama wilayah adat,
yvakni Provinsi Papua Barat Dava dan
Provinsi Papua Utara.

Jika limma nama provinsi baru ter-
sebut disahkan lewat lima undang-un-
dang tentang provinsi, ada total tujuh
provinsi di Bumi Cendrawasih. "Untuk
provinsi induk Papua dan Papua Barat
kita biarkan ini sesuai dengan porsi
sejarahnyva masing-masing,” ujar
Swvamsurizal.

Namun, anggota Panja asal Papua
Yan Permenas Mandenas mengatakan,
penamaan sesuai wilayvah adat akan
menyvebabkan masalah baru ke depan-
nyva. Sebab, persoalan adat sudah
menjadi permasalahan sejak lama.

"Inilah vang sebenarnva menjadi
pertimbangan dan jangan sampai
jangka panjangnva dinamika keken-
talan suku ini memengaruhi struktur
birokrasi, jabatan, dan hal-hal lain vang
teknis di dalam pelavanan pemerin-
tahan dan pembangunan di daerah. Itu
akan menimbulkan konflik baru lagi.,”
ujar Yan.

Yan mengatalkan, identitas suku di
Papua adalah sesuatu vang sangat do-
minan di Bumi Cendrawasih. Bahkan,
ada perumpamaan di Papua bahwa
adat sudah ada sebelum agama lahir.

"JTadi, kadang-kadang kekentalan
adat ini bisa mengesampingkan ber-
bagai macam hal yvang bisa kita lakukan
dan sampaikan sehingga inilah vang
harus kita pertimbangkan untuk jangka
panjangnva,” ujarnyva. med: ratna puspita
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